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Abstract: Article History

This study aims to examine in depth the concept of Magasid al- Received: 25 February 2025
Shari‘ah according to al-Syatib1 and its relevance in the development  Revised: 18 March 2025

of contemporary Islamic law. Al-Syatibi is known as an important Accepted: 20 March 2025
figure in developing a systematic maqgasid approach through his

monumental work al-Muwafagat. This study uses a qualitative

method with a library research approach, which examines relevant

primary and secondary sources, especially the works of al-Syatibrand  Keywords

the reviews of Islamic legal thinkers. The results of the study show Magasid al-Shari‘ah, al-Syatibr,
that al-SyatibT divides maqasid into three levels of needs: dardriyyat Hukum Islam Kontemporer
(primary), hajiyyat (secondary), and tahsiniyyat (tertiary), with the

main focus on protecting five main things: religion, life, reason,

descendants, and property. The magasid approach offered by al-

Syatibt is not only normative, but also responsive to social dynamics.

The implications of this study indicate that a deep understanding of

magasid can be a methodological basis in formulating Islamic law

that is more contextual and provides solutions to the problems of

today's society.

INTRODUCTION

Dalam tataran teoretis, hukum Islam dirancang untuk membawa kemaslahatan
dan mencegah kerusakan, sebagaimana tercermin dalam prinsip Magasid al-Shari‘ah
(Amrulloh & Zaman, 2024). Namun, dalam praktik sosial kontemporer, terjadi
kesenjangan antara tujuan ideal hukum Islam dan realitas penerapannya, terutama di
tengah kompleksitas masyarakat modern (Anto, 2025; Sari et al., 2025). Meskipun teks-
teks fikih klasik menjabarkan hukum secara sistematis, penerapan literal terhadap teks
sering kali tidak mampu menjawab dinamika baru yang muncul, seperti isu keuangan
digital, teknologi medis, dan hak-hak sipil. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius
mengenai fleksibilitas dan keberdayaan hukum Islam dalam menjawab realitas.
Ketidaksesuaian ini bukan karena Islam tidak relevan, melainkan karena pendekatan yang
digunakan masih tekstualis dan kurang mengedepankan magasid (tujuan hukum).
Sehingga, urgensinya terletak pada upaya reinterpretasi hukum Islam berbasis magasid,
bukan sekadar taklid atas warisan fikih klasik. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk
menggali ulang konsep magasid secara metodologis dan historis, khususnya sebagaimana
dirumuskan oleh al-Syatibi, yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam pengembangan
magqgasid sebagai kerangka epistemologis hukum Islam yang dinamis.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat muslim kini menghadapi
tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang jauh berbeda dari masa klasik. Di era
digital, berbagai bentuk transaksi keuangan baru seperti fintech, aset kripto, dan layanan
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paylater menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Dalam banyak kasus, terjadi
kebingungan dalam menentukan hukum terhadap fenomena-fenomena baru tersebut,
terutama karena sebagian masyarakat masih merujuk pada fatwa atau hukum fikih klasik
yang konteksnya berbeda jauh. Sebagai contoh, dalam transaksi digital, akad sering kali
tidak dilakukan secara lisan atau tertulis, melainkan cukup melalui klik atau persetujuan
daring. Fenomena ini menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang lebih substantif
dan fleksibel, tanpa kehilangan landasan syariahnya. Oleh karena itu, diperlukan kerangka
metodologis hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada lafaz (tekstual), melainkan
pada magqgasid (tujuan hukum) agar mampu menjawab kebutuhan umat Islam secara
kontekstual. Pendekatan maqasid sebagaimana yang dikembangkan al-SyatibT menjadi
relevan untuk dijadikan pijakan dalam menafsir ulang hukum Islam secara lebih realistis.
Ini membuktikan bahwa pentingnya kajian magasid tidak hanya bersifat akademik, tetapi
juga menyentuh kebutuhan praktis umat di era modern.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyinggung konsep Magasid al-Shari‘ah
sebagai fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam. Misalnya, penelitian oleh
(Dalimunthe, 2025; Isman, n.d.) mengembangkan pendekatan sistem terhadap magasid
dengan menekankan dinamika dan keterkaitannya dengan konteks sosial. Selain itu, karya
Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qaradawi juga membahas magasid secara tematik dalam
isu-isu kontemporer. Namun, kebanyakan penelitian tersebut lebih bersifat aplikatif atau
menyoroti maqgasid dalam aspek tertentu saja, tanpa mendalami akar metodologisnya
secara khusus sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi. Posisi penelitian ini adalah
mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memfokuskan pembahasan pada konsep
magqgasid menurut al-Syatib1 secara integral baik dari segi sistematika, epistemologi,
maupun penerapannya dalam konteks hukum Islam modern. Penelitian ini tidak hanya
mengutip magasid sebagai jargon normatif, tetapi menyelami bangunan teoritisnya agar
dapat dimanfaatkan sebagai instrumen ijtihad kontemporer. Dengan demikian, penelitian
ini berupaya menggabungkan kekuatan historis (turas) dan kekinian (mu‘asir) dalam
bingkai maqgasid sebagai solusi epistemologis.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis-
komparatif terhadap konsep Magqgasid al-Shari‘ah menurut al-Syatibt dalam kerangka
pembangunan hukum Islam kontemporer. Alih-alih membahas magasid secara tematik
atau kasuistik seperti kebanyakan penelitian sebelumnya, studi ini justru menyisir secara
konseptual dan metodologis tentang bagaimana al-Syatibi membangun teori maqgasid
dalam al-Muwafagat, termasuk prinsip, hierarki kebutuhan (dardriyyat, hajiyyat,
tahsiniyyat), serta relasi maqgasid dengan magsad al-mukallaf (tujuan mukallaf). Penelitian
ini berupaya mengangkat magasid bukan sekadar sebagai tujuan normatif, tetapi sebagai
metodologi ijtihad yang sistemik. Inilah sisi orisinalitas yang hendak ditawarkan—yakni
menggali magasid sebagai sistem berpikir dan sebagai dasar formulasi hukum Islam ke
depan. Dengan begitu, magasid tidak lagi berada di pinggiran diskursus hukum Islam,
melainkan menjadi pusat dalam proses legislasi, fatwa, dan ijtihad yang kontekstual.
Maka, penelitian ini diharapkan menjadi jembatan antara warisan keilmuan klasik dan
kebutuhan masyarakat Islam modern yang kompleks dan berubah cepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini
adalah: Bagaimana konsep Magasid al-Shart'ah menurut al-Syatibt dan relevansinya
dalam pengembangan hukum Islam kontemporer? Pertanyaan ini mencakup dua hal
pokok: pertama, bagaimana struktur, logika, dan metodologi magasid yang dibangun oleh
al-Syatibi; kedua, bagaimana kontribusinya terhadap pendekatan hukum Islam di era
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modern. Argumen awal dari penelitian ini adalah bahwa konsep magasid menurut al-
Syatibl menawarkan bangunan epistemologis yang kuat dan responsif terhadap
perubahan zaman. Dengan menempatkan maqgasid sebagai inti dari proses ijtihad, al-
Syatibt berhasil merekonstruksi kerangka hukum Islam yang tidak kaku terhadap teks,
tetapi tetap menjaga ruh syariah. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membuktikan
bahwa jika pendekatan magasid diterapkan dengan tepat, maka hukum Islam akan tetap
relevan, solutif, dan berdaya saing di tengah masyarakat global. Kesimpulan sementara
ini akan diuji melalui studi pustaka mendalam terhadap karya-karya al-Syatibi dan analisis
terhadap aplikasi magasid dalam konteks kontemporer.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi library
research (kepustakaan) yang didukung oleh teknik analisis isi (content analysis) dan
analisis interpretatif terhadap teks-teks primer maupun sekunder. Desain penelitian ini
mengacu pada metode grounded research, yakni upaya menggali dan memahami secara
mendalam bangunan konseptual Magqgasid al-Shari‘ah dalam karya al-Syatibl serta
relevansinya dengan konteks hukum Islam kontemporer. Penelitian ini tidak bertujuan
menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan menggali makna, struktur pemikiran, dan
keterkaitan antar gagasan dari sumber-sumber yang diteliti.

Lokasi penelitian secara fisik terletak di Perpustakaan Mahad Aly Nurul Jadid dan
Perpustakaan Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pemilihan lokasi ini dilandasi
oleh keberadaan koleksi kitab klasik (turas), termasuk al-Muwafaqat karya al-Syatib1 dan
literatur pendukung lainnya yang relevan dengan studi maqasid. Selain itu, lingkungan
akademik pesantren memberi nuansa diskursif terhadap pembacaan teks-teks keislaman
secara kontekstual dan kritis.

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, teks
primer berupa kitab al-Muwafagat fi Usal al-Shari‘ah karya al-Syatibi sebagai fokus utama.
Kedua, teks sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, berita online, dan artikel akademik
terkait maqgasid, hukum Islam kontemporer, dan pemikiran al-Syatibl. Ketiga, informan
ahli, yakni para dosen atau kiai yang memiliki spesialisasi dalam bidang ushul fikih dan
magasid syari‘ah. Mereka dijadikan sumber pelengkap melalui wawancara untuk
memperkuat konteks pemahaman dan penafsiran.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama,
dokumentasi teks, yakni membaca, mencatat, dan menyeleksi isi kitab dan literatur yang
relevan. Kedua, observasi terbatas, yaitu menelaah kecenderungan wacana magasid
dalam forum-forum keilmuan pesantren maupun diskursus akademik. Ketiga, wawancara
semi-terstruktur dilakukan terhadap beberapa informan ahli menggunakan pedoman
wawancara, dengan fokus pada validasi konseptual dan konteks pemikiran al-Syatibr.
Instrumen pendukung seperti catatan lapangan dan rekaman digunakan untuk
mendokumentasikan wawancara secara sistematis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, kondensasi data
(reduksi), yaitu penyaringan dan pemilahan data yang relevan dari teks dan hasil
wawancara. Kedua, penyajian data (display) melalui kategorisasi tema-tema besar seperti
magqasid, hierarki kebutuhan, magsad al-mukallaf, dan kontribusi terhadap hukum
kontemporer. Ketiga, verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu analisis interpretatif
terhadap makna dan relevansi konsep yang ditemukan. Metode analisis yang digunakan
adalah analisis isi, untuk menggali makna teks secara sistematis, dan analisis wacana,
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untuk memahami konteks historis dan ideologis pemikiran al-Syatib1 dalam tradisi ushul
fikih.

RESULT AND DISCUSSION

Fikih klasik, sebagai sebuah produk hasil penalaran dan ijtihad para ulama dimasa
silam, kerap disalah artikan dan didudukkan sebagai entitas yang bersifat absolut.
Kedudukan fikih, sebagai sebuah penafsiran agama yang relatif, seringkali disamakan
dengan agama itu sendiri, yang mutlak, bebas dari kesalahan. Implikasinya, setiap
problem yang muncul di realitas kekinian, harus selalu merujuk pada kekuatan magis fikih
klasik dalam mencarikan jalan keluar. Dan akibatnya jelas, semua fenomena yang terjadi
di era kontemporer harus selalu patuh pada otoritas tunggal masa silam. Inilah mengapa
banyak produk fikih yang dihasilkan menjadi mandul dan terkesan mengawang diatas
cakrawala peradaban masa silam. Hal inilah yang kemudian menjadi biang keladi dari
banyak kegagalan fikih klasik dalam berdinamika dan berdialog dengan zaman sekarang.

Pemahaman yang menyeluruh terhadap sejarah fikih klasik sangat mungkin akan
melahirkan kesadaran betapa pentingnya mengedepankan fikih magashid ketimbang
fikih klasik yang selalu menempatkan teks diatas segalanya. Berangkat dari kenyataan
tersebut, dan dengan mempertimbangkan bahwa spektrum realitas yang terus
bertambah dan semakin menemukan intensitas pemahamannya, maka
mendapuk magashid al-syari’ah adalah sebuah keharusan demi terwujudnya eksistensi
fikih yang humanis, elastis dan egaliter. Belajar dari kegagalan fikih klasik dalam merespon
problematika era globalisasi sekarang ini, rekonstruksi dan reformasi rancang bangun
fikih yang terbasis dalam satu framework maga>s}id al-shari>’ah sangat dibutuhkan
untuk pengembangan kemajuan umat islam, dan sebagai stimulan untuk merealisasikan
kemaslahatan hamba, yang merupakan tujuan utama dari syariat itu sendiri.

Konsep maga>s}id al-Syari’ah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang
terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali. lalu kemudian disusun secara
sistematis oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu
Imam al-Sh>at}ibi> (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, al-
Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam, khususnya pada juz Il, yang beliau namakan kitab al-
Magashid. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan
kemaslahatan hamba (mashalih al-‘ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan
inilah, dalam pandangan beliau, menjadimagashid al-Syari’‘ah. Dengan kata lain,
penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan),
didasarkan pada suatu ‘/llat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan
ummat.

a. Pengertian Maqashid Al-Shari’ah

Secara bahasa, maga>slid al-shari>"ah terdiri dari dua kata,
vaitu Maga>s}id dan Shari>’ah. Maga>s}id berarti kesengajaan atau tujuan. Maga>s}lid
merupakan bentuk jama’ dari magsju>d yang berasal dari suku kata Qas}ada yang berarti
menghendaki atau memaksudkan. Maga>s}id berarti hal-hal yang dikehendaki dan
dimaksudkan. Sedangkan Shari>"ah secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air, jalan
menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Didalam Algur’an Allah Swt menyebutkan beberapa kata Syari’ah diantaranya sebagai
mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah dan al-Syura:
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Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-
orang yang tidak mengetahui.( Q:S, 45 : 18)

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-

Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami

wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340]Zdan

janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (Q:S, 42: 13)

Dari dua ayat diatas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama. Namun
dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari’at. Agidah misalnya,
tidak masuk dalam pengertian Syariat. Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana
yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Magashid Syari’ah menurut al-
Syatibi mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT
untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan
manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.®

Setelah menjelaskan definisi magashid dan Syari’ah secara terpisah kiranya perlu
mendefinisikan Magashid Syari’ah setelah digabungkan kedua kalimat tersebut
(Maqashid Syari‘ah). ada beberapa perbedaan pendapat dari ulama’ ketika
mendefinisikan maga>slid al-shari>’ah, walaupun perbedaan ini sebenarnya pada ranah
redaksional saja, akan tetapi memiliki substansi makna yang sama. Diantara definisi
magasid al-shari’ah adalah:

1. Tujuan-tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya shari>’at, baik
secara global ataupun secara rinci. Bisa juga bermakna tujuan-tujuan diturunkannya
shari’at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.”

2. Kemaslahatan untuk umat manusia yang bersifat segera (di dunia / al-‘a>jilah)
ataupun di masa yang akan datang (di akhirat / al-a>jilah), sebagai tujuan dari Allah
karena telah masuk Islam dan melaksanakan shari’at-Nya.” Maga>sid al-shari>’ah
kadang juga disebut dengan kata-kata “ al-hikam, al-‘illah, al-ma’a>ni>, dan al-
masalih.

b. Magashid Al-shari’ah menurut imam Al- Syatibi.

Dalam dunia keilmuan, al-Shatibi lebih dikenal sebagai seorang pakar usul figh
yang memiliki ketajaman pandangan tersendiri. Ciri khas dari usul figh al-Shatibi terletak
pada ketajamannya dalam menganalisa setiap persoalan hukum. Al-Shatibi muncul
dengan pembahasan yang lebih luas, komprehensif, dan tajam mengenai aspek magashid
al-shari’ah.* Dan sejak diterbitkannya kitab al-Muwafaqgat karya gemilang al-Shatibi,
konsep mashhur Shatibi (magashid al-Shari’ah) menjadi suatu konsep baku dalam ilmu
usul figh yang berorientasi kepada tujuan hukum (shari’ah).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khudari Bek, bahwa al-Shatibi muncul pada
abad ke-8 H memaparkan kajian usul figh dengan aspek kebahasaan dan aspek magashid
al-shari’ah. Pernyataan Khudari Bek sesuai dengan pernyataan Abdullah Darraz, bahwa
perkembangan kajian usul figh ditandai dengan penekanan orientasi Magashid al-
Shari’ah oleh al-Shatibi. Arti Magashid al-Shariah dan landasan hukumnya

12 Al-Figh: Journal of Contemporary Islamic Law, Vol. 01 No. 01 (2025) : 8-24


http://dc442.4shared.com/doc/R7TegE_u/preview.html#sdfootnote8sym

Sebenarnya pada zaman Rasulullah saw, sudah tampak peranan penting
magashid al-shari’ah dalam pembentukan hukum Islam. Misalnya dalam sebuah hadis,
Nabi saw melarang ziarah kubur, karena dikhawatirkan akan terjadi pemujaan yang
berlebihan terhadap ruh-ruh orang yang di kuburan, sehinga menjadikan umat Islam
syirik. Tetapi kemudian Rasulullah membolehkan umat Islam untuk berziarah kubur.
Sebagaimana hadis Nabi saw pada kitab Sahih Muslim no. 3651 :
M\w\duwwd|u;,xy|duMwmubmw\w&ﬂjwd\w;ﬁuﬁL
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Selain itu dalam hadis, Nabi saw melarang orang Islam di Madinah menyimpan
daging kurban, kecuali sekedar bekal tiga hari. Sebagaimana hadis Nabi saw pada kitab
sahih Muslim :

\_wujuotywol; M\uwdbm@&dﬂylubumub;)L«J\d)lfo’dl.u;@;.b
u)b ’ijﬂw§bu\b@@l@’Wﬁ\&pm\d}w)u\dbgwlwowb
Beberapa tahun kemudian, ada beberapa sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah
saw itu dengan menyimpan daging lebih dari sekedar perbekalan untuk tiga hari.
Peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah saw, tapi Rasulullah saw membenarkannya
serta menjelaskan bahwa larangan itu untuk kepentingan al-daffah (para pendatang dari
perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban).
Namun karena sudah tidak ada lagi para tamu yang membutuhkannya maka
diperbolehkan menyimpan daging kurban itu tersebut. Sebagaimana hadis Nabi saw pada

kitab Sahih Muslim no. 3643
UQUJLQ..LQbL)JcUJ\..b._Cu_CJS\)d\OJd.U\MQCgﬂbbbcgjbp|&w\p&y|ww\bb
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Dari kedua peristiwa tersebut, ulama’ usul figh menyatakan bahwa ada petunjuk
dan arti penting magashid al-shari’ah dalam penetapan hukum. Dalam persoalan daging
kurban diatas, larangan menyimpan daging kurban adalah untuk member kelapangan
bagi fakir miskin yang dating dari perkampungan Badui. Ini adalah magashid al-shari’ah
dari larangan menyimpan daging kurban tersebut. Akan tetapi, setelah orang-orang fakir
dari perkampungan Badui itu tidak ada lagi yang membutuhkan daging kurban, larangan
menyimpan daging kurban pun tidak diberlakukan lagi oleh Rasulullah saw. Seandainya
suatu saat nanti orang-orang Badui kembali membutuhkan daging kurban, maka
ketentuan Rasulullah saw dalam hadis diatas akan berlaku kembali.

Begitu juga dalam persoalan ziarah kubur, magashid al-shari’ah dari ketentuan
Rasulullah saw bahwa tidak dibolehkan menziarahi kubur adalah agar tidak terjadi
pemujaan yang berlebihan atau menyucikan ruh-ruh orang yang dikubur tersebut.
Namun ketika kondisi keimanan umat Islam telah kuat, praktek ziarah kubur pun tidak
lagi dikhawatirkan akan membawa kepada pemujaan yang berlebihan terhadap kuburan,
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sehingga larangan ziarah kubur pun dicabut oleh Rasulullah saw.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam selanjutnya, walau masih tidak
menyebut istilah magashid al-shari’ah, dapat diduga magashid al-shari’ah dikembangkan
dalam penerapan konsep giyas yakni dalam kaitan masalik al-‘illah. Corak seperti ini
dapat ditelusuri seperti dalam kitab al-Risalah karya al-Shafi’l, al-Burhan karya al-Juwaini,
al-Mustafa karya al-Ghozali, dan al-Mu’tamad karya Abu al-Hasan al-Basri.

Maka dapat dikatakan bahwa maqashid al-shari’ah telah dipaparkan oleh para
ulama’” usul figh, namun tampaknya tidak menjadi focus utama. Kemudian dalam
perkembangan pemahaman dan perhatian terhadap maqashid al-shari’ah cukup besar,
muncul pada abad ke-8 H oleh al-Shatibi (w. 790 H) dengan karya monumentalnya al-
Muwafaqat.

Sebelum al-Shatibi, metode penalaran terhadap nash masih didominasi oleh dua
teori, yaitu teori keumuman lafal (‘umum al-lafaz) yang dipegang oleh jumhur ulama’ dan
teori kekhususan sebab ( khusus al-sabab) yang dipegang oleh ulama’ minoritas.

Jumhur ‘ulama’ menetapkan kaidah bahwa : “Yang dijadikan pegangan ialah redaksi
lafal umum, bukan sebab khusus (al-‘ibrah bi magashid al-shari’ah, la bi ‘umum al-lafz au
bi khusus al-sabab)”. Maksudnya ialah jika suatu nas menggunakan redaksi yang bersifat
umum, maka tidak ada pilihan lain selain menerapkan nas tersebut. Sekalipun nas
tersebut itu turun untuk menangapi suatu peristiwa khusus.

Sedangkan ulama’ minoritas menetapkan kaidah bahwa : “Yang dijadikan pegangan
ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal (al-‘ibrah bi khusus al-sabab la bi ‘umum
al-lafz)”. Maksudnya ialah jika suatu nas turun untuk menanggapi suatu sebab khusus
atau satu nas mempunyai riwayat asbab al-nuzul atau asbab al-wurud, maka yang perlu
dipegang adalah sebab khusus tersebut.

Sementara perdebatan kedua kelompok itu belum selesai, al-Shatibi muncul
dengan teori magashid al-shari’ah (yang dijadikan pegangan ialah apa yang sesungguhnya
menjadi tujuan Tuhan (Shari’) terhadap suatu nas). Al-Shatibi nampaknya kurang puas
terhadap kedua teori tersebut. Teori pertama terkesan tekstual, karena terlalu banyak
berkonsentrasi pada persoalan kebahasaan, sehingga mengecilkan arti dan peranan
asbab al-nuzul atau asbab al-wurud. Dengan demikian, hal ini tampak kurang serius
memikirkan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan (magashid) dari nas itu. Dari sini,
seolah-olah al-Shatibi secara implisit ingin memperkenalkan kaidah bahwa “Yang
dijadikan pegangan ialah maqashid al-shari’ah, bukan lafal umum atau khusus (al-‘ibrah
bi magashid al-shari’ah, la bi ‘umum al-lafz au bi khusus al-sabab)”.

Dapat dicontohkan bahwa turunnya ayat 38 surat al-Maidah :

Al Y LS losslyLagasll galadle 48)Ludly (3Ll
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah
SWT.”

Menurut riwayat ‘Abdullah bin Amr, ayat ini turun untuk menanggapi kasus
pencurian perhiasan yang dilakukan seorang perempuan bernama Tu’mah. Yang menjadi
persoalan adalah ayat tersebut menggunakan bentuk isim mufrod yang dita’rifkan ( &l
/ 4&,LJ1). Menurut kaidah, bentuk seperti ini termasuk kategori lafal umum.

Jumhur  ‘ulama’” langsung dapat menerapkan ayat tersebut tanpa
mempertimbangkan latar belakang dan riwayat asbab al-nuzul karena ayat itu
menggunakan redaksi yang bersifat umum. Jadi para pencuri, baik laki-laki maupun
perempuan dapat dijatuhkan hukuman potong tangan hanya dengan berdasarkan ayat
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tersebut, setelah persyaratan formalnya sudah tercukupi.

Adapun ‘ulama’ minoritas tidak langsung menerapkan ayat tersebut, ayat itu turun
karena suatu sebab khusus dan mempunyai riwayat asbab al-nuzul. Terhadap ayat seperti
ini, ‘ulama’ minoritas memperhatikan secara cermat riwayat itu, kemudian melakukan
analisis terhadap beberapa unsur, yaitu kualitas peristiwa, pelaku, tempat, dan waktu.
Jika dalam suatu peristiwa pencurian terjadi unsure-unsur yang sama pada peristiwa yang
menyebabkan turunnya ayat itu, maka pencuri itu dikenakan hukuman potong tangan.
Mekanisme penerapan hukum bagi golongan ini lebih banyak menggunakan metode
giyas. Alasan yang dikemukannya ialah jika seandainya yang dimaksud Tuhan adalah
kaidah lafal umum, mengapa Tuhan menunda penjelasan-penjelasan hukumNya hingga
terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Ditengah perdebatan tersebut, al-Shatibi menyatakan bahwa kedua kaidah
tersebut mempunyai makna, fungsi, dan peranan yang sama pentingnya. Akan tetapi
lebih dari itu, yang lebih penting untuk diperhatikan iaalah magashid al-shari’ah.

Dalam mengaplikasikan toerinya, al-shatibi pertama kali melakukan penelitian yang
mendalam (istigro’) tentang apa yang menjadi tujuan suatu ayat atau hadis. Al-Shatibi
menetapkan suatu kerangka acuan (frame work), yang merupakan tujuan esensial dari
shari’ah. Tujuan esensial tersebut bersifat universal dan subtansial, diperoleh dan
dipahami dari ayat-ayat al-Qur’an, seperti menegakkan keadilan (QS. Al-Nahl/16:90),
memelihara amanah (QS. Al-Nisa’/4:58). Ayat-ayat subtansial universal inilah yang akan
didukung dan ditegakkan oleh ayat-ayat hukum yang berbicara secara detail (muayyidat),
seperti ayat pencurian diatas.

Menurut al-Shatibi dalam kitab al-Muwafagatnya, yang menjadi tujuan hukum
(maqashid al-shari’‘ah) bukan untuk memotong tangan pencuri, tetapi ayat pencurian
tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam
masyarakat. Sarana untuk mewujudkan magqashid al-shari’ah,sebagaimanan tertuang di
dalam ayat-ayat subtansial universal, tidak mesti dengan memotong tangan atau
mengamalkan ayat-ayat muayyidat, tetapi dimungkinkan adanya alternatif lain. Kalau
ditelusuri logika al-Shatibi dalam kasus diatas, system lembaga permasyarakatan dapat
dibenarkan secara ilmu Usul al-figh. Dan jika demikian adanya, maka metode penetapan
(istinbat) hukum agak berbeda dengan metode kedua pendapat tersebut diatas."

Dalam kitab al-Muwafagat, al-Shatibi mempergunakan kata magashid al-shari’ah
dengan kata yang berbeda-beda. Kata-kata tersebut adalah magashid al-shari’ah, al-
maqaashid al-shar’iyah fi al-shari’‘ah, dan magashid min shari’ al-hukm. Walaupun
dengan kata-kata yang berbeda, namun mengandung makna yang sama, vyaitu tujuan
hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al-Shatibi, shariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di
dunia dan di akhirat. Dan dalam ungkapan lain, hukum-hukum dishari’atkan untuk
kemaslahatan hamba. Jadi kandungan magashid al-shari’ah atau tujuan hukum adalah
kemaslahatan umat manusia.

Dalam pandangan al-shatibi, tak satupun hukum yang tidak mempunyai tujuan.
Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yutag (memberikan
sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-
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hukum Tuhan. Menurut Khalid Mas’ud, ajaran al-Shatibi tentang magashid al-shari’ah
merupakan upaya memantapkan maslahat sebagai unsure penting dari tujuan-tujuan
hukum.

Penekanan magashid al-shari’ah yang dilakukan oleh al-Shatibi secara umum
berlandaskan kepada kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan bahwa hukum-
hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

- Surat al-Nisa” ayat 165 :
ol dom dll e olil) 90 M (g ins Saoy
“Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pambawa
peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah
diutusnya rasul-rasul itu.”
- Surat al-Zariyat ayat 56 :
O9edd] (uidly ol cdlslog
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka
menyembahKu.”
- Surat al-‘Ankabut ayat 45 :
Soallgslacmall e (2 $duall o)
“Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.”

Berdasarkan ayat-ayat diatas, al-Shatibi mengatakan bahwa magashid al-shari’ah
dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Yakni,
apabila terdapat permasalahn-permasalahn hukum yang tidak ditemukan secara jelas
dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid al-shari’ah yang dilihat dari
ruh shari’at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.

Adapun dalam pembagian maqashid al-shari’ah, Al-Shatibi menyatakan bahwa
untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus
diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, kturunan, dan harta. Dalam
mewujudkan lima unsure pokok tersebut, al-Shatibi membagi magashid al-shari’ah atau
tujuan shari’ah menjadi tiga, yaitu:

1. Daruriyat (hal yang pokok)

2. Hajiyat (bersifat kebutuhan)

3. Tahsiniyat (bersifat penyempurna)
Sebagai contoh, dalam memelihara unsure agama, aspek daruriyatnya antara lain
adalah mendirikan shalat, keharusan mengahadap kiblat merupakan aspek hajiyat,
dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat. Menurut al-Shatibi, tingkat hajiyat
adalah penyempurna tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat penyempurna tingkat
hajiyat. Sedangkan tingkat daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat. Jadi, usaha
untuk mencapai pemeliharaan lima unsure pokok secara sempurna, maka ketiga
tingkat magashid tersebut, tidak dapat dipisahkan.
1. ljtihad

Magashid al-shari’ah memiliki peranan penting di dalam hal ijtihad. Sebagaimana
yang telah dicontohkan oleh Nabi saw tentang kebolehan ziarah kubur dan menyimpan
daging kurban diatas tiga hari. Al-Shatibi juga menyatakan bahwa ijtihad merupakan
upaya penggalian hukum shara’ secara optimal. Upaya penggalian hukum shara’ itu akan
berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami magashid al-shari’ah.

Bagi al-Shatibi derajat ijtihad bisa dicapai apabila seseorang memiliki dua kriteria,
yaitu:
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1. Dapat memahami magashid al-shari’ah secara sempurna

2. Kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan dan
pemahaman magashid al-shari’ah itu adalah dengan bantuan pengetahuan
bahasa arab, al-Qur’an dan Sunnah.

Pendapat al-Shatibi ini berbeda dengan ulama’ lainnya. Bagi ulama’ yang lain,
magashid al-shari’ah dengan sendirinya masuk dalam persyaratan umum memahami al-
Qur’an dan Sunnah serta pemahaman kaidah kulliyah. Maka magashid al-shariah hanya
sebagai syarat takmiliyyah (penyempurna atau pelengkap).

Sebagaimana pandangan al-Shatibi yang menempatkan magashid al-shari’ah
sebagai syarat yang sangat menentukan keberhasilan suatu ijtihad. Maka magashid al-
shari’ah juga memiliki peranan penting dalam metode-metode ijtihad, seperti, giyas,
istihsan, al-masalih al-mursalah, dan sad al-zari’ah.

Dalam dunia keilmuan, al-Shatibi lebih dikenal sebagai seorang pakar usul figh
yang memiliki ketajaman pandangan tersendiri. Ciri khas dari usul figh al-Shatibi terletak
pada ketajamannya dalam menganalisa setiap persoalan hukum. Al-Shatibi muncul
dengan pembahasan yang lebih luas, komprehensif, dan tajam mengenai aspek magashid
al-shari’ah.** Dan sejak diterbitkannya kitab al-Muwafaqgat karya gemilang al-Shatibi,
konsep mashhur Shatibi (magashid al-Shari’ah) menjadi suatu konsep baku dalam ilmu
usul figh yang berorientasi kepada tujuan hukum (shari’ah).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khudari Bek, bahwa al-Shatibi muncul pada
abad ke-8 H memaparkan kajian usul figh dengan aspek kebahasaan dan aspek magashid
al-shari’ah. Pernyataan Khudari Bek sesuai dengan pernyataan Abdullah Darraz, bahwa
perkembangan kajian usul figh ditandai dengan penekanan orientasi Magashid al-
Shari’ah oleh al-Shatibi. Arti Magashid al-Shariah dan landasan hukumnya

Sebenarnya pada zaman Rasulullah saw, sudah tampak peranan penting
magqgashid al-shari’ah dalam pembentukan hukum Islam. Misalnya dalam sebuah hadis,
Nabi saw melarang ziarah kubur, karena dikhawatirkan akan terjadi pemujaan yang
berlebihan terhadap ruh-ruh orang yang di kuburan, sehinga menjadikan umat Islam
syirik. Tetapi kemudian Rasulullah membolehkan umat Islam untuk berziarah kubur.
Sebagaimana hadis Nabi saw pada kitab Sahih Muslim no. 3651 :
L;\;.AJ\u;\dlsgul,«.wd\&ﬁy\dlﬂMw&%bbﬁb@\wd@j%d\wﬁy\ub
L}Masu).,\i:iuyol.uJonu)4)J\.L«.Cwwbbgcm\ULOJJJJUA\ULUJWU;DJAUA)ﬁU;
Wiﬂ\k}p@\d dlﬂLJL‘)4,0\U.COJJJJUJ@‘MQL)bJQJU)L?L&Q&ULM»ﬁJ\Of&JJﬂLUJ&

B93935 )5l 855 e &g alas

Selain itu dalam hadis, Nabi saw melarang orang Islam di Madinah menyimpan
daging kurban, kecuali sekedar bekal tiga hari. Sebagaimana hadis Nabi saw pada kitab
sahih Muslim :
\J..«_euJLbd|u_)Ol.c&o.l.u.”u.x@,wdb.).u.cd|u,CL§J,Q)J|LJJ¢>L)Lw.wLJJ;>;)L~J\UJJU5J\Ju&6uJ¢>

u%@b&wﬁﬂuﬁ(ﬁbu\b@@m Wiﬂ\&ow\d&w)uldbjw\wowb

Beberapa tahun kemudian, ada beberapa sahabat yang menyalahi ketentuan
Rasulullah saw itu dengan menyimpan daging lebih dari sekedar perbekalan untuk tiga
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hari. Peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah saw, tapi Rasulullah saw
membenarkannya serta menjelaskan bahwa larangan itu untuk kepentingan al-daffah
(para pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan
daging kurban). Namun karena sudah tidak ada lagi para tamu yang membutuhkannya
maka diperbolehkan menyimpan daging kurban itu tersebut. Sebagaimana hadis Nabi
saw pada kitab Sahih Muslim no. 3643
L,QJJLQ\.LQBu):LNJ..x.CO.CJXJd\w&\muﬁgﬂubbcjjbp\&h@\Mf\ww\ub
QJLE_;O}ASJLﬂ.)uﬁdﬁ})d\wﬂ\mdl&u}bmb&@\fﬂkﬁ\u&‘dﬂ M.E‘_éjd\ul.,ad.b\d
alas ale ) Jo 4l Jods 525 59 Brhs Bl JBT Be ol Jal 35 Ukl dasle Edei 31
O &) 4l g mjnsquusms&m\ympumby;w@wmwmd SR
O &5 1596 D15 g alas le 4 o Al Ul UIES 21350 gha Oslasss ahblos b 2iasdl bsdss
§§\9.9qu3 \3)_>J|5 \}5\9 E83 LS‘J‘ B3I J—>‘ By M Lu\ UG u)b NECR A EWA| 5_7:.] JSy

Dari kedua peristiwa tersebut, ulama’ usul figh menyatakan bahwa ada petunjuk
dan arti penting magashid al-shari’ah dalam penetapan hukum. Dalam persoalan daging
kurban diatas, larangan menyimpan daging kurban adalah untuk member kelapangan
bagi fakir miskin yang dating dari perkampungan Badui. Ini adalah magashid al-shari’ah
dari larangan menyimpan daging kurban tersebut. Akan tetapi, setelah orang-orang fakir
dari perkampungan Badui itu tidak ada lagi yang membutuhkan daging kurban, larangan
menyimpan daging kurban pun tidak diberlakukan lagi oleh Rasulullah saw. Seandainya
suatu saat nanti orang-orang Badui kembali membutuhkan daging kurban, maka
ketentuan Rasulullah saw dalam hadis diatas akan berlaku kembali.

Begitu juga dalam persoalan ziarah kubur, magashid al-shari’ah dari ketentuan
Rasulullah saw bahwa tidak dibolehkan menziarahi kubur adalah agar tidak terjadi
pemujaan yang berlebihan atau menyucikan ruh-ruh orang yang dikubur tersebut.
Namun ketika kondisi keimanan umat Islam telah kuat, praktek ziarah kubur pun tidak
lagi dikhawatirkan akan membawa kepada pemujaan yang berlebihan terhadap kuburan,
sehingga larangan ziarah kubur pun dicabut oleh Rasulullah saw.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam selanjutnya, walau masih tidak
menyebut istilah magashid al-shari’ah, dapat diduga magashid al-shari’ah dikembangkan
dalam penerapan konsep giyas yakni dalam kaitan masalik al-‘illah. Corak seperti ini
dapat ditelusuri seperti dalam kitab al-Risalah karya al-Shafi’l, al-Burhan karya al-Juwaini,
al-Mustafa karya al-Ghozali, dan al-Mu’tamad karya Abu al-Hasan al-Basri.

Maka dapat dikatakan bahwa maqashid al-shari’ah telah dipaparkan oleh para
ulama’ usul figh, namun tampaknya tidak menjadi focus utama. Kemudian dalam
perkembangan pemahaman dan perhatian terhadap maqashid al-shari’ah cukup besar,
muncul pada abad ke-8 H oleh al-Shatibi (w. 790 H) dengan karya monumentalnya al-
Muwafaqat.

Sebelum al-Shatibi, metode penalaran terhadap nash masih didominasi oleh dua
teori, yaitu teori keumuman lafal (‘umum al-lafaz) yang dipegang oleh jumhur ulama’ dan
teori kekhususan sebab ( khusus al-sabab) yang dipegang oleh ulama’ minoritas.

Jumhur ‘ulama’” menetapkan kaidah bahwa : “Yang dijadikan pegangan ialah redaksi
lafal umum, bukan sebab khusus (al-‘ibrah bi maqgashid al-shari’ah, la bi ‘umum al-lafz au
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bi khusus al-sabab)”. Maksudnya ialah jika suatu nas menggunakan redaksi yang bersifat
umum, maka tidak ada pilihan lain selain menerapkan nas tersebut. Sekalipun nas
tersebut itu turun untuk menangapi suatu peristiwa khusus.

Sedangkan ulama’ minoritas menetapkan kaidah bahwa : “Yang dijadikan pegangan
ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal (al-‘ibrah bi khusus al-sabab la bi ‘umum
al-lafz)”. Maksudnya ialah jika suatu nas turun untuk menanggapi suatu sebab khusus
atau satu nas mempunyai riwayat asbab al-nuzul atau asbab al-wurud, maka yang perlu
dipegang adalah sebab khusus tersebut.

Sementara perdebatan kedua kelompok itu belum selesai, al-Shatibi muncul
dengan teori magashid al-shari’ah (yang dijadikan pegangan ialah apa yang sesungguhnya
menjadi tujuan Tuhan (Shari’) terhadap suatu nas). Al-Shatibi nampaknya kurang puas
terhadap kedua teori tersebut. Teori pertama terkesan tekstual, karena terlalu banyak
berkonsentrasi pada persoalan kebahasaan, sehingga mengecilkan arti dan peranan
asbab al-nuzul atau asbab al-wurud. Dengan demikian, hal ini tampak kurang serius
memikirkan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan (magashid) dari nas itu. Dari sini,
seolah-olah al-Shatibi secara implisit ingin memperkenalkan kaidah bahwa “Yang
dijadikan pegangan ialah maqgashid al-shari’ah, bukan lafal umum atau khusus (al-‘ibrah
bi maqashid al-shari’ah, la bi ‘umum al-lafz au bi khusus al-sabab)”.

Dapat dicontohkan bahwa turunnya ayat 38 surat al-Maidah :

) oSS LewSlasslyrlaga il g2 ladls 48yLully (Ll
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah
SWT.”

Menurut riwayat ‘Abdullah bin Amr, ayat ini turun untuk menanggapi kasus
pencurian perhiasan yang dilakukan seorang perempuan bernama Tu’mah. Yang menjadi
persoalan adalah ayat tersebut menggunakan bentuk isim mufrod yang dita’rifkan ( &l
/ 4)Ldl). Menurut kaidah, bentuk seperti ini termasuk kategori lafal umum.

Jumhur  ‘ulama’” langsung dapat menerapkan ayat tersebut tanpa
mempertimbangkan latar belakang dan riwayat asbab al-nuzul karena ayat itu
menggunakan redaksi yang bersifat umum. Jadi para pencuri, baik laki-laki maupun
perempuan dapat dijatuhkan hukuman potong tangan hanya dengan berdasarkan ayat
tersebut, setelah persyaratan formalnya sudah tercukupi.

Adapun ‘ulama’ minoritas tidak langsung menerapkan ayat tersebut, ayat itu turun
karena suatu sebab khusus dan mempunyai riwayat asbab al-nuzul. Terhadap ayat seperti
ini, ‘ulama’ minoritas memperhatikan secara cermat riwayat itu, kemudian melakukan
analisis terhadap beberapa unsur, yaitu kualitas peristiwa, pelaku, tempat, dan waktu.
Jika dalam suatu peristiwa pencurian terjadi unsure-unsur yang sama pada peristiwa yang
menyebabkan turunnya ayat itu, maka pencuri itu dikenakan hukuman potong tangan.
Mekanisme penerapan hukum bagi golongan ini lebih banyak menggunakan metode
giyas. Alasan yang dikemukannya ialah jika seandainya yang dimaksud Tuhan adalah
kaidah lafal umum, mengapa Tuhan menunda penjelasan-penjelasan hukumNya hingga
terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Ditengah perdebatan tersebut, al-Shatibi menyatakan bahwa kedua kaidah
tersebut mempunyai makna, fungsi, dan peranan yang sama pentingnya. Akan tetapi
lebih dari itu, yang lebih penting untuk diperhatikan iaalah magashid al-shari’ah.

Dalam mengaplikasikan toerinya, al-shatibi pertama kali melakukan penelitian yang
mendalam (istigro’) tentang apa yang menjadi tujuan suatu ayat atau hadis. Al-Shatibi
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menetapkan suatu kerangka acuan (frame work), yang merupakan tujuan esensial dari
shari’ah. Tujuan esensial tersebut bersifat universal dan subtansial, diperoleh dan
dipahami dari ayat-ayat al-Qur’an, seperti menegakkan keadilan (QS. Al-Nahl/16:90),
memelihara amanah (QS. Al-Nisa’/4:58). Ayat-ayat subtansial universal inilah yang akan
didukung dan ditegakkan oleh ayat-ayat hukum yang berbicara secara detail (muayyidat),
seperti ayat pencurian diatas.

Menurut al-Shatibi dalam kitab al-Muwafagatnya, yang menjadi tujuan hukum
(maqashid al-shari’ah) bukan untuk memotong tangan pencuri, tetapi ayat pencurian
tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam
masyarakat. Sarana untuk mewujudkan magqashid al-shari’ah,sebagaimanan tertuang di
dalam ayat-ayat subtansial universal, tidak mesti dengan memotong tangan atau
mengamalkan ayat-ayat muayyidat, tetapi dimungkinkan adanya alternatif lain. Kalau
ditelusuri logika al-Shatibi dalam kasus diatas, system lembaga permasyarakatan dapat
dibenarkan secara ilmu Usul al-figh. Dan jika demikian adanya, maka metode penetapan
(istinbat) hukum agak berbeda dengan metode kedua pendapat tersebut diatas.

Dalam kitab al-Muwafagat, al-Shatibi mempergunakan kata magashid al-shari’ah
dengan kata yang berbeda-beda. Kata-kata tersebut adalah magashid al-shari’ah, al-
maqaashid al-shar’iyah fi al-shari’‘ah, dan magashid min shari’ al-hukm. Walaupun
dengan kata-kata yang berbeda, namun mengandung makna yang sama, vyaitu tujuan
hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al-Shatibi, shariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di
dunia dan di akhirat. Dan dalam ungkapan lain, hukum-hukum dishari’atkan untuk
kemaslahatan hamba. Jadi kandungan magashid al-shari’ah atau tujuan hukum adalah
kemaslahatan umat manusia.

Dalam pandangan al-shatibi, tak satupun hukum yang tidak mempunyai tujuan.
Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yutag (memberikan
sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-
hukum Tuhan. Menurut Khalid Mas’ud, ajaran al-Shatibi tentang magashid al-shari’ah
merupakan upaya memantapkan maslahat sebagai unsure penting dari tujuan-tujuan
hukum.

Penekanan maqashid al-shari’ah yang dilakukan oleh al-Shatibi secara umum
berlandaskan kepada kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan bahwa hukum-
hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

- Surat al-Nisa’” ayat 165 :
ol o <l e (olil) 055 il (ppping cptiae Dhas
“Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pambawa
peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah
diutusnya rasul-rasul itu.”
- Surat al-Zariyat ayat 56 :
O9teadY) peiVly ol calzlog
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka
menyembahKu.”
- Surat al-‘Ankabut ayat 45 :
Sl lacmall e (05 $duall o)
“Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.”
Berdasarkan ayat-ayat diatas, al-Shatibi mengatakan bahwa magashid al-shari’ah
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dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.”
Yakni, apabila terdapat permasalahn-permasalahn hukum yang tidak ditemukan secara
jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui magashid al-shari’ah yang dilihat
dari ruh shari’at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.

Adapun dalam pembagian maqgashid al-shari’ah, Al-Shatibi menyatakan bahwa
untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus
diwujudkan dan dipelihara, vyaitu agama, jiwa, akal, kturunan, dan harta. Dalam
mewujudkan lima unsure pokok tersebut, al-Shatibi membagi magashid al-shari’ah atau
tujuan shari’ah menjadi tiga, yaitu:

4. Daruriyat (hal yang pokok)

5. Hajiyat (bersifat kebutuhan)

6. Tahsiniyat (bersifat penyempurna)
Sebagai contoh, dalam memelihara unsure agama, aspek daruriyatnya antara lain
adalah mendirikan shalat, keharusan mengahadap kiblat merupakan aspek hajiyat,
dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat. Menurut al-Shatibi, tingkat hajiyat
adalah penyempurna tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat penyempurna tingkat
hajiyat. Sedangkan tingkat daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat. Jadi, usaha
untuk mencapai pemeliharaan lima unsure pokok secara sempurna, maka ketiga
tingkat magashid tersebut, tidak dapat dipisahkan.™"
2. ljtihad

Magqashid al-shari’ah memiliki peranan penting di dalam hal ijtihad. Sebagaimana
yang telah dicontohkan oleh Nabi saw tentang kebolehan ziarah kubur dan menyimpan
daging kurban diatas tiga hari. Al-Shatibi juga menyatakan bahwa ijtihad merupakan
upaya penggalian hukum shara’ secara optimal. Upaya penggalian hukum shara’ itu akan
berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami maqgashid al-shari’ah.**

Bagi al-Shatibi derajat ijtihad bisa dicapai apabila seseorang memiliki dua kriteria,
yaitu:9s8

3. Dapat memahami maqgashid al-shari’ah secara sempurna

4. Kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan dan

pemahaman magashid al-shari’ah itu adalah dengan bantuan pengetahuan
bahasa arab, al-Qur’an dan Sunnah.

Pendapat al-Shatibi ini berbeda dengan ulama’ lainnya. Bagi ulama’ yang lain,
magashid al-shari’ah dengan sendirinya masuk dalam persyaratan umum memahami al-
Qur’an dan Sunnah serta pemahaman kaidah kulliyah. Maka magashid al-shariah hanya
sebagai syarat takmiliyyah (penyempurna atau pelengkap).

Sebagaimana pandangan al-Shatibi yang menempatkan magashid al-shari’ah
sebagai syarat yang sangat menentukan keberhasilan suatu ijtihad. Maka magashid al-
shari’ah juga memiliki peranan penting dalam metode-metode ijtihad, seperti, giyas,
istihsan, al-masalih al-mursalah, dan sad al-zari’ah.
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Discussion

Konsep Magasid al-Shart‘ah yang dirumuskan oleh al-Syatib1 dalam al-Muwafagat
menampilkan bangunan sistematis mengenai tujuan-tujuan hukum Islam, yang meliputi
tiga hirarki kebutuhan: dardriyyat (pokok), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat
(pelengkap) (Dzulraidi et al., 2023; Khotimah et al., 2023).

Berbeda dengan beberapa literatur kontemporer seperti yang ditulis oleh Jasser
Auda, yang menekankan dinamika dan fleksibilitas magasid melalui pendekatan sistem,
al-Syatibt tetap berpijak pada kerangka normatif syariah klasik meskipun secara
metodologis telah menghadirkan pembaruan. Penelitian ini menemukan bahwa maqasid
versi al-Syatib1 berfungsi sebagai jembatan antara pendekatan literal dan kontekstual
dalam ijtihad hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan historis sekaligus
kesiapan epistemologis magasid untuk merespons tantangan zaman. Dengan
membandingkan gagasan al-Syatibi dan literatur lain, tampak bahwa perbedaan
mendasar terletak pada orientasi penggunaan: al-Syatibl sebagai pondasi teoritik,
sedangkan tokoh modern lebih sebagai alat praktis aplikatif.

Temuan utama dari penelitian ini mengonfirmasi bahwa maqasid tidak sekadar
berfungsi sebagai pelengkap hukum, melainkan sebagai dasar dalam proses ijtihad. Ketika
magasid digunakan hanya sebagai justifikasi normatif tanpa pemahaman metodologis,
maka ia kehilangan daya kritisnya. Sebaliknya, jika magasid difungsikan sebagaimana yang
dikehendaki al-Syatibi yakni sebagai prinsip pembentuk dan pengarah hukum maka ia
akan berperan sebagai sistem yang merekonstruksi fikih secara utuh. Misalnya, dalamisu-
isu kontemporer seperti keuangan syariah dan kesehatan reproduksi, pendekatan
magasid mampu menjangkau dimensi kemaslahatan publik yang tidak tercakup dalam
teks eksplisit. Hal ini memperkuat pandangan bahwa fungsi maqgasid dalam kerangka al-
Syatibl tidak hanya bersifat teoritis, tetapi aplikatif sepanjang digunakan dengan
pendekatan metodologis yang tepat.

Implikasi penting dari hasil penelitian ini adalah bahwa pendekatan magasid yang
berbasis pada kerangka al-Syatibl mampu meminimalisir disfungsi hukum Islam di tengah
tantangan modernitas. Ketika hukum Islam dibatasi hanya pada aspek literal dan tekstual,
maka ia kehilangan relevansi sosial. Namun, dengan magasid sebagai instrumen
interpretatif, hukum Islam memiliki peluang untuk beradaptasi secara fungsional dalam
kehidupan modern. Misalnya, pembahasan hukum tentang pinjaman daring, rekayasa
genetika, atau kebijakan lingkungan dapat diformulasikan ulang berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan, perlindungan jiwa, akal, dan harta sebagaimana tertuang
dalam lima magasid utama. Artinya, magasid tidak hanya berfungsi dalam ruang teori,
tetapi juga menjadi struktur penalaran hukum yang dapat diterjemahkan ke dalam
kebijakan publik dan fatwa kontemporer.

Lebih jauh, korelasi antara struktur magasid dan struktur sosial umat Islam
menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap magasid akan berdampak
pada perubahan cara pandang umat terhadap hukum. Dalam konteks ini, struktur
pemikiran al-Syatibt memberikan pengaruh langsung terhadap struktur sosial-
keagamaan, karena konsep magasid yang holistik menuntut keterlibatan akal, konteks,
dan maslahat dalam penentuan hukum. Akibatnya, terjadi pergeseran dari fikih yang
normatif menuju fikih yang solutif. Ketika maqgasid dijadikan fondasi berpikir, maka
hukum tidak hanya hadir sebagai “putusan halal-haram”, tetapi sebagai mekanisme etik
untuk menciptakan keadilan social . Inilah korelasi yang dibangun: antara struktur
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magasid sebagai kerangka epistemik dan struktur masyarakat sebagai medan
aplikatifnya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam
pengembangan metodologi ijtihad kontemporer. So what? Temuan ini menunjukkan
bahwa magqasid versi al-SyatibT dapat menjadi metodologi alternatif yang kuat dalam
menjawab isu-isu hukum yang tidak ditemukan dalam teks. Why? Karena maqasid
didesain bukan hanya untuk menjaga stabilitas hukum, tetapi juga untuk menjamin
keberlanjutan maslahat umat. Dalam perspektif ini, al-Syatibi tidak hanya seorang pemikir
hukum, melainkan seorang arsitek epistemologis yang membuka ruang bagi hukum Islam
untuk tetap hidup dan berkembang secara kontekstual. Maka, penelitian ini tidak hanya
merekonstruksi pemikiran al-Syatibi, tetapi juga menghidupkan kembali maqgasid sebagai
prinsip kritis dan progresif dalam dinamika hukum Islam masa kini.

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa konsep Magasid al-Shari‘ah menurut al-Syatib1
bukan hanya kerangka normatif dalam hukum Islam, melainkan juga merupakan sistem
berpikir yang holistik dan kontekstual. Hikmah penting dari penelitian ini adalah bahwa
magqasid, ketika dipahami dan diaplikasikan secara metodologis sebagaimana dirumuskan
al-Syatibi, mampu menjadi dasar dalam merumuskan hukum Islam yang adaptif, solutif,
dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini memberikan pelajaran penting
bahwa hukum Islam tidak cukup hanya dipahami secara literal, melainkan harus ditopang
oleh tujuan-tujuan syar‘i yang menjamin perlindungan lima unsur utama kehidupan
manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Secara keilmuan, kekuatan utama tulisan ini terletak pada kontribusinya dalam
memperbarui perspektif terhadap magasid, dengan menempatkan al-Syatibl bukan
sekadar tokoh klasik, melainkan sebagai fondasi epistemologis bagi pengembangan
ijtihad hukum Islam kontemporer. Penelitian ini juga menyajikan pendekatan
metodologis yang sistematis, yaitu melalui analisis isi dan interpretasi teks, serta
memperluas cakupan kajian magasid dari ranah teori menuju aplikatif. Dengan demikian,
penelitian ini memperkaya khasanah ushul fikih dan menawarkan pemahaman yang lebih
kritis terhadap maqgasid dalam menghadapi tantangan zaman.

Namun, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Kajian ini terbatas pada
analisis literatur dan pemikiran al-Syatibi, serta berfokus pada ruang lingkup institusi
pesantren sebagai lokasi pengamatan. Penelitian ini juga belum mengakomodasi variasi
perspektif berdasarkan gender, usia, maupun keragaman sosial budaya yang lebih luas.
Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih inklusif dan empiris dengan
pendekatan survei atau kuantitatif. Penelitian lanjutan tersebut sebaiknya melibatkan
informan dari berbagai latar belakang usia dan gender, serta menggunakan metode
campuran (mixed methods) agar dapat menghasilkan gambaran vyang lebih
komprehensif. Hasil semacam itu diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan
hukum Islam yang lebih tepat guna dan kontekstual dalam masyarakat majemuk.
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